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DONGGALA- Tujuh fraksi di DPRD
Donggala kompak menerima Raperda
tentang perubahan APBD tahun 2011
untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meskipun demikian, beberapa
catatan kritis tetap disampaikan untuk
menjadi perhatian.

Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Golkar,
Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi
Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Donggala
Harapan dan Fraksi Donggala Berjuang.
Menariknya, juru bicara Fraksi Golkar
Harsin Gotian yang juga ketua fraksi
berlambang pohon beringin itu, sempat

menyampaikan tausiyah agama seputar
pentingnya berpuasa dengan mengutip
ayat Alquran Surah Al-bagarah ayat 183.
tiga pimpinan dewan hadir lengkap pada
rapat tersebut. Dari 30 anggota dewan
Donggala, tujuh orang berhalangan hadir,
empat diantaranya tanpa keterangan.

Bupati Donggala Drs Habir Ponulele
MM saat memberikan pidato
mengatakan, rasa terima kasihnya
kepada seluruh anggota dewan yang
telah bersama-sama eksekutif melakukan
pembahasan Perubahan APBD 2011.
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Dia mengatakan, perubahan
APBD itu merupakan amanah
konstitusi  yang  harus
dilaksanakan oleh Pemkab
* Donggala bersama DPRD. Hal
ini jelas tercantum dalam pasal
183 ayat (1) UU nomor 32/2004.

Dalam UU itu disebutkan
ttiga poin sehingga
mengharuskan dilakukan
perubahan APBD yakni
perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis

belanja dan keadaan yang
menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam
tahun berjalan.

Habir menguraikan, pada
perubahan  ini, jumlah
pendapatan bertambah Rp25,8

miliar lebih, sedangkan jumlah:

belanja juga bertambah
sebanyak Rp26,3 miliar lebih.
Pun demikian dengan
pembiayaan bertambah sekitar
Rp399 juta lebih, sementara
pengeluaran - berkurang
sebanyak Rp100 juta.
Sebelum rapat paripurna
digelar, sekitar pukul 10.30
wita, TAPD dan Banggar
DPRD menggelar pertemuan

final chek evaluasi raperda
perubahan tersebut. Beberapa
hal yang mendapat perbaikan
dan pembicaraan yang hangat
seputar perbedaan antara KUA
perubahan dengan PPAS
perubahan.

Menurut Kepala Bappeda
Donggala Simon YS Ratana,
perbedaan itu hanya soal
teknis, karena terdapat pro-
gram berdasarkan urusan tidak
pada tempatnya, yakni urusan
ketenagakerjaan yang
harusnya merupakan urusan
pilihan, dalam dokumen
masuk menjadi urusan wajib.
“Hanya itu yang keliru, tapi
tidak mengurangi jumlah
keseluruhan dan kini telah
diperbaiki,” tandasnya.(fer)










